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4. Filipina Merdela.
6. Roeangan Wanita.
9. Bekal Perdjoangan.
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wargaan Negara dari negeri lain, dapat
memperoleh kewargaan Negara Indonesia
kembali, djika dalam waktoe 1 tahoen sete-
lah ia beroemoer 21 tahoen atau sebeloem-

‘nja itoe setelah ia kawin ia menjatakan

kehendaknja kepada Menteri Kehakiman
‘dengcm toelisan.

Bersama dengan soerat pernjataan orang
]cmg menjatakan haroes menjampaikan
atau bersanggoep akan memberi boekti-
" boekti tentang :
a. kelahirannja dan kelahiran anak-anak-

nja menoeroet perintjian dalam pasal 3, de-

ngan nama-nama jang lengkap dari mereka
dan dari isteri-isterinja;

b. kelahirannja sebeloem bapa atau iboe-
nja mendapat kewargaan negara dari negeri
lain dengan tjara natoeralisasi;

c. perkawinan-perkawinannja;

d. perpoetoesan perkawinan-perkawinan-
nja.

(2). Dengan selekas-lekasnja setelah me-
nerima soerat pernjataan itoe maka Menteri
Kehakiman haroes mendaftarkan dan me-
ngoemoemkan pernjataan itoe dalam ma-
djallah Pemerintah, djika pernjataan itoe
disahkan dan oentoek siapa pernjataan itoe
berlakoe, dan memberi tahoekan poetoesan

tentang pernjataan itoe kepada orang jang -

menjatakan.
Pasal 12.

Menteri kehakiman haroes mengadakan
dan memelihara dalam departemennja se-
boeah daftar goena pendaftaran-pendaftaran
terseboet diatas.

Pasal 13.

Barang siapa boekan Warga Negara Indo-
nesia, ialah orang asing.

Pasal 14.

(1). Pendoedoek Negara Indonesia ialah
tiap-tiap orang jang bertempat kedoedoekan
" didalam daerah Negara Indonesia selama
1 tahoen bertoeroet-toeroet. ;

(2). Kedoedoekan hoekoem seseorang
Pendoedoek Negara Indonesia hilang dengan
sendirinja oleh karena orang itoe bertempat
kedoedoekan diloear dcxercxh Negara Indo-
nesia.

(5). Seorang perempoean selama didalam
perkawinan toeroet kedoedoekan hoekoem
pendoedoek negara soeaminja.

(4). Anak jang beloem beroemoer 21 tahoen
dan beloem kawin dianggap sebagai :Pen-
doedoek Negara Indonesia, djika bapa atau
walinja mempoenjai kedoedoekan hoekoem
Pendoedoek Negara Indonesia.

Bilamana anak itoe sampai beroemoer 21
tahoen atau sebeloem itoe kawin, maka ia
tetap mendjadi Pendoedoek Negara Indone-
sia, djika ia bertempat kedoedoekan didalam
daerah Negara Indonesia.

~ _Hidgjat :

kan sebagai biasa.

Pasal '15.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe
pada hari dicemoemkannja.

PERATOERAN PERALIHAN.

I. Orang-orang, jang pada waktoe oen-
dang-oendang ini moelai berlakoe tidak
mempoenjai bapa lagi dan pada waktoe itoe
beloem beroemoer 21 tahoen dan beloem
kawin, adalah Warga Negara Indonesia,
djika bapanja pada waktoe meninggal
doenia memnoehi sjarat-sjarat terseboet da-
lam pasal 1 bab b.

Jang dapat menjatakan sebagai terseboet
dalam achir pasal 1 bab b. boeat orang-
orang terseboet diatas ialah wali orang-orcmg
itoe.

II. Seorang perempoean jang pada waktoe
oendang-oendang ini moelai berlakoe tidak
mempoenjai soeami lagi karena soeaminja
jang achir meninggal doenia, sedangkan
soeami itoe pada waktoe meninggal doenia
memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam
pasal 1:bab a atau b., adalah Warga Ne-
gara Indonesia, ketjoeali djika dalam waktoe
1 tahoen sesoedahnja oendang-oendang ini
berlakoe iggmenjatakan tidak soeka men-
djadi Warga ®Negara Indonesia karena ia
sendiri tidak memenoehi sjaratsjarat terse-
boet.

Dalam hal ini berlakoe peratoeran-pera-
toeran dalam pasal 10, dengan perbedaan
ajat 1 kalimat 2 bab ¢ mendjadi behwa ia
tidak memenoehi sjarat-sjarat terseboet da-
lam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Sampai waktoe jang akan ditetapkan
dengan peratoeran Pemerintah maka soerat
pernjataan terseboet dalam pasal 4 ajat 1,
pasal 6 ajat 2, pasal 9 ajat 1, pasal 10 ajat 1
dan pasal 11 ajat 1 haroes disampaikan
kepada Menteri Kehakiman dengan peran-
taraan Pengadilan Negeri dari daerah tem-
pat kedoedoekan - orang jong menjatakan.

Setelah' menerima soerat pernjataan ter-
seboet dalam ajat 1 maka Pengadilan Negeri
dengan selekas-lekasnja haroes meneroes-
kannja kepada Menteri Kehakiman.

Agar oendang-oendang ini diketahoei oleh
oemoem, memerintahkan soepaja dioemoem-

Ditetapkan di Jogjakata,
10 April 1946.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA
(SOEKARNO).
MENTERI KEHAKIMAN,
(SOEWANDI)

Dioemoemkan :
pada tanggal 10 April 1946.
- SEKRETARIS NEGARA,
(A.G. PRINGGODIGDO).



